Menimbang
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PRESIDEN
REPUBLNIC INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAMAN KEDUA ATAS

PERATURAN PEMERINTAHY NOMOR 34 TAHUN 1985

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETIERAN
KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Dbesaran Tunjangan Veteran dalam  Pecraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 scbagaimana tclah diubah
dengan Peraturan Pemecrintah Nomor 34 Tahun 2001, tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, schingga perlu
mengubah  besaran Tunjangan Veteran dengan  Peraturan
Pemecerintalhy;

I. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

N

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 2826);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1958 tentang
Pendaftaran Pcnym‘ingan1 dan Pengakuan Veleran Pejuang
Kemerdekaan  Republik  Indonesia (Lembaran  Negara
Republik Indonesin Talwun 1958 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 1609);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang
Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 419) schagaimana telah diubal

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor S7);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAI TENTANG PERUBAMAN KEDUA

ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985

TENTANG  PEMDERIAN TUNJANGAN VIETERAN KEPADA
VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal [

Beberapa kelentuau dalam Peraturan Pemerinlah Nomor 34
Talhun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada
Veteran Republik Indonesia  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 49) schagalmana telah diubah
dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001

(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2001 Nomor 57)
diubah sebagal berlkut

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, schingga sclurui'mya berbunyi
sebagai berikut ;

Pasal 4

(1} Tunjangan Veleran diberilkan kepada Veleran Pejuang

Kemerdekaan  Republik  Indonesia scbagalmana
dimalksurl dalam Pasal 3 ayal (2) bagi :

a. Golongan A scbesar Rp 605.000,00 (enam ratus
lima ribu rupiah) setiap bulan; .

b. Golu:j)ngan B schesar Rp 590}000,00 {ima ratus
scinbilan pulub ribu rupialy scliap bulan;

¢ Golongan C schesar Rp 566.000,00 (ima ratus

enam puluh enam ribu rupiah) setlap bulan:

d. Golongan L) schesar Rp £52.000,00 (ma ratus lima
puluh dua ribu rupiah) scliap bulan;

c. Golongan I scbesar Rp 540.000,00 (lima ratus
ciapat priluly ribu-rupiah) selap bulan.

(2) Kepada . .
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(2} Kepada Veleran Pemibela Kemerdekaan Republilk
Indonesia  schagaimana dimaksud  dalam  Pasal 3
aval (2}  diberilkan Tunjangan  Veteran  schesar

Rp 540.000,00 (lima ratus cmipat pulubl ribu ruptah)
sctlap bulan;

(3} Kepada Veteran yang menderita cacal badan dan/atau
cacal ingatan scbagalmana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b dan huruf ¢ diberikan tambahan trmjangan
cacat sesuai dengan kelentuan yang Lerlaku bagi
Purnawirawan Tentara Nasional Indoncsia/ Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang cacat.

. 2. Ketentuan Tasal 5 diubal, schingga scluruhnya berbunyt
scbagal berikul ;

PPasal b

(1) Tunjangan Janda/Duda  Veleran  diberlkan kepada

Janda/Duda Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik
Indonesia :

A. Golongan A scbesar Rp. 550.000,00 (ima ralus
lima pulul ribu rupiahb) setiap bulan;

b. Golongan B3 schesar Rp. 52.4,000,00 (lima ratus dua
pululy cipat ribu rupiah) scliap bulan;

c. Golongan C scbesar Rp. 500.000,00 (lima ralus ribu
rupiab) sctiap bulan; \ :

.’ d. Golongan D sebcéar Rp. 478.000,00 {cmpat ratus
) tujub pululi delapan ribu rupiah) sctiap bulan;

Golougan E scbesar Rp. 455,000,00 (empal ratus
lima puluh lima ribn rupiah) sctiap bulan.

o

(2) Tunjangan Janda/Duda Veleran bagl Janda/Duda
Veleran Pembela Kemerdekaan Republik  Indoncsia

adalah schesar Rp 455.000,00 (emipat ratus lima
pululy ima ribu rupiah ) sctiap bulan.

PPasal I

Peraturan Pemcrintah ini mulai berlaku pada  tanggal
diundangkan,

Agar . ..
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Agar  sctiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Pemerintaly ini  dengan

pencmpatannya  dalam  Lembaran Negara  Republik
Indonesia.,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2006

PRESIDIEN RIEPUBLIK INDONESI/\,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAIIUN 2006 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA




